DEM| KEADILAN BE
Pengadifay, Neger

menjatuhka :
N putusan Sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
FATIMAH, |41, di

PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Sit.

RDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
I Situbondo yang mengadili perkara perdata, telah

Situbondo, tanggal 01 Juli 1957, umur 60 tahun, jeni.s
kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kp. Patek, Rt. 017, Rw. 006,
Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Dondin Maryasa Adam, S.H., Joko Susilo, S.H., Eva
Dian Prihatini, S.H., beralamat di Jalan Mawar No. 43
Krajan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Patokan,
Kecamatan  Situbondo, ~Kabupaten  Situbondo.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober
2018, yang selanjutnya  disebut  sebagai

PENGGUGAT = KONVENSI /  TERGUGAT
REKONVENSI:

Lawan:

1.Sudiarto HBN atay gitylis juga HBN Sudiarto, Pemilik/Pengelola

2.PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA

UD.SABAR  JAYA Peleyan-Kapongan, beralamat  di

Kp.Dawuhan RT.008 RW.003. Desa Wonokoyo, Kecamatan
Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Ide Prima Hadiyanto,SH.,MH.,  Hari
Soebagio,SH., Zainul Arifin,SH. Advokat/Penasehat Hukum
yang beralamat Kantor di Kantor Advokat RAKAS LAW
OFFICE Perum Panji Permai, Blok - DD-10, Situbondo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT | KONVENSI /
PENGGUGAT REKONVENSI:

KEMENTERIAN  KEUANGAN RI. cq. DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR
WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER,
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Z?;ir:anhaé :‘" memberikan ‘kuasa kepada Tio Serep'!rja

WibOWo’sH ., LL.M., Pangihutan Siagian. SH, M'.H.. ;’:0

{ MH. M, Si‘ 2 M'-H..Dewi Sri, S.H., Yuniantoro Sudrajad, .H-‘

Nirmala A Adimas Aryo NKP, S.H., Rory Alamsyah, S.H.,

| zizah, S.M4. Sri Wahyuningsih, S.H., Grace Teguh

Kinanti S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

November 2017, berkedudukan Kantor KPKNL Jember di Ji.

S_'a”‘e‘ Riyadi No. 344 A, Kabupaten JEMBER selanjutnya
3PEMER1NT2:ebUt sebagai TERGUGAT Il ;

REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN RI. ¢cq

KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA

TIMUR cq BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI

JAWA TIMUR, berkedudukan Kantor di Jl Gayung Kebonsari

No. 173, Kota SURABAYA - 60235, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada DR. Himawan Estu Bagijo, S.H,

M.H.. Makhfudz, S.H., M.Si., Ir. Lena Wahyu Marwati, MMA.,

Adi Sarono, SH., MH., DR. Muhammad Rizki, S.H., M.H.,

Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM., Ir. Edy Purwanto Tertiyus,

MMA.. Ir. Ida Prajitnawati, MMA., Endah purwatiningsih, 5.H.

HadidnMangga S, S.H., Syailendra Wienantya, S.H.,
Negara pada Biro Hukum

yang berkedudukan di

kesemuanya Aparatur  Sipil

Sekretariat Daerah Propirsi Jawa Timur
110 Surabaya, berdasarkan Surat

Desember 2017, selanjutnya disebut

Jalan Pahlawan Nomor !
Kuasa Khusus tanggal 18
sebagai TERGUGAT Il ;
4 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.. ¢q
KEMENTERIAN ~ DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA
TIMUR cq. BUPATI SITUBONDO cq SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO cq. KETUA TIM TEKNIS
KABUPATEN (ASISTEN BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN), berkedudukan Kantor di JI. PB. Sudirman
No. 1, Kabupaten 3ITUBONDO - 68312, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, SH., MKn.,*
Advokat yang beralamat di Jalan KH. M. Rais No.142
RT.001 RW.007, Desa Kesambirampak,

Kp_Rambutan
bupaten Situbondo, berdasarkan

Kecamatan Kapongan, Ka
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Surat K
ua ’
*& Khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya

TERGUGAT IV -
KEMETEE.{?“,B,\LTLK INDONESIA cq PRESIDEN R.I cqg
TIMUR ¢q Bl\Jp DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA
PANGAN 'DAN ATl SITUBONDO cq. BADAN KETAHANAN
Kantor gapy PELAKSANA PENYULUHAN, berkedudukan
sekarang dflu di JI. PB. Sudirman No. 19 - Karangasem ,
I Jalan Raya Wringinanom , Desa Wringinanom,
Kecamatan Panarukan, Kabupaten SITUBONDO, dalam hal
an kuasa kepada Teguh Wicaksono, SH., M.Kn.,
Advokat yang beralamat di Jalan KH. M. Rais No.142
Kp Rambutan RT.001 RwW.007, Desa Kesambirampak,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT V:

S. PEMER’NTAH Sebaga;

i memberik

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17
Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam Register Nomor
64/Pdt.G/2017/PN Sit., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa , PENGGUGAT memiliki sebidang TANAH SAWAH yang terletak di
Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo , satu dan
lainnya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/Desa
Landangan ; Gambar Situasi tanggal 19 OKTOBER 1983, No. 1541 , Luas
3.724 M? (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas
nama FATIMAH (in casu PENGGUGAT);

Bahwa , TANAH SAWAH a-quo sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai
oleh PENGGUGAT, akan tetapi SHM NO. 54/Desa Landangan tersebut
tidak berada dalam penguasaan PENGGUGAT ; sehingga selanjutnya SHM

NO 54/DESA LANDANGAN mohon disebut
' OBJEK SENGKETA ;
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) Menghukum kepada PENG(

. ‘ UGA
timbul dari perkara inj AT untuk membayar seluruh biaya yang

Atau apabila Majelis Hakim berpenda
adilnya (ex Aequo Et Bone) pat fan
Menimbang, bat

mohon putusan yang seadil-

]\fa [l
I oleh "'v'\fr‘,ﬂa 50 k
>Eng eta dalar Derkara ni ada

Kaitannya dengan tanah i
+ Maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

setempat  pada  tanggal
yang hasil pemeriksaan

engkapnya sebagai )
selengkap gaimana termuat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa )

perita acara persidangan pe:2?:’::5’3”:;911nS?:u:tLtJ yatng ter‘m>u:la:alaam
telah termuat dan menjadi bagian yang tak lPrpisar:/k : j R I -Vgg ¥
Menimbang, bahwa Bl e :’ an dengan ?utusan ini,

o , pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTAN
DALAM Ta— G PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan
tuntutan Provisi yang pada pokoknya mengenai adanya tuntutan agar Tergugat I
membatalkan, menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan
pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan perbuatan atau tindakan
melakukan penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan SHM No.
54/Desa Landangan (obyek sengketa) milik Penggugat,

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut Tergugat |l tidak
menanggapi secara khusus dalam jawabannya, namun dalam Jewaban Tergugat
Il pada pokok perkara menyatakan Tergugat |l tidak pernah melaksanakan lelang
terhadap obyek jaminan dalam perkara a quo,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada kepentingan yang
mendesak atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan

setelah Majelis meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Il

yaitu pada bukti P-3a, P-3b bahwa telah ada rencana pelelangan atas tanah

dengan identitas SHM No. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah yang akan

dilakukan pada tanggal 29 Desember 201
pengumuman lelang terhadap SH
yang akan dilaksanakan pada 2
g, bahwa terhadap kedua

M No. 54/Desa Landangan atas

1 Maret 2013,;
bukti surat tersebut menandakan

mengenai
narna Fatimah
Menimban

bahwa telah ada lelang akan tetapi dari kedua

rencana pelaksanaan
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v
/

/
fr

umuman pelaksan;
peng c dahaan ]Qldnq ’prrnh“' ‘dak
9 lefsebut *dak terl: . '
obyek lelang dan setelap tanggal pe| terlaksana dengan terjualanny3a
~ € -
aksanaan lelang yang tidak ada pemenang

lelangnya dan sampai gugatan ini 4

13jukan o L. kel
empunyai wewenang dalam me J Tergugat Il selaku pihak yang

m

pengumuman pelaksanaan lelang rar
adap SHM Ne 54/Desa Landangan atas

ama Fatimah, maka oleh karena ity

lakukan pelelangan tidak pernah lagi melakukan
i fiiest
olak tuntutan provisi dari Penggugat Majelis
DALAM EKSEPSI
im
denganM-:er:'guZ::S\;/; ZT::;::;:EH dengan %awabannya baik Tergugat | sampal
Menimbang, bahwa T_AJ‘,_ ailE'fsepS’
<ebagai beriku! Srgugat | pada pokoknya mengajukan Ekseps
' :;Z::ik::ad: olz;m::):ya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang
ggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat
Gugafannya tertanggal 23 Oktober 2017, kecuali yang secara tegas-tegas
diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak ~merugikan
kepentingan Tergugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) dimana tidak diielaskan
secara detail batas-batas tanah objek yang disengketkan sehingga, dalam
hal ini kabur, bisa saja nanti tanah yang dijadikan objek sengketa
mengenai tanah orang lain, sehingga hal demikian dapat merugikan
banyak orang, hanya karena ketidakjelasan dari Gugatan Penggugat,
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21
Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka
gugatan tidak dapat diterima’;, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
- 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Karena dalam
surat Gugatan TIDAK DISEBUTKAN JELAS LETAK/BATAS-BATAS
TANAH SENGKETA, gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA";, Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

menyatakan "gugatan yang TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS

yang
ENGKETA dinyatakan OBSCUUR LIBEL dan GUGATAN TIDAK

OBJEK S
DAAT DITERIMA”.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (
Gugatan Hutang Piutang atau Gugatan Perbuatan

atau Gugatan Gan'i Rugi , mengingat dalam perihal
t hanya ditulis “GUGATAN’, sedangkan dalam Posita
campur aduk antara Gugatan Hutang Piutang (vide :

obscuur libel) apakah ini Gugatan

Wanprestasi atau
Melawan Hukum
Gugatan Pengguga
dan isi Gugatan ter
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Poin 2), Gugatan Perpy
10) dan Gugatan Wan
(vide : Poin 9):

atan Melawan Hu

kum (Vide - Poin 8, Poin 9, Poin
Prestas;j (vide : p

°In 5) atau Gugatan Ganti Rugi

. Bahwa Gugatan penggu

9at tidak |
pinjaman atag Nama o

UDh o

9kap kurang pihak . karena proses
. \)aba[ Js
Bank Jatim S”Ubondo ay

A @ Pembayarannya melalui proses di

sebagai tergugat kareny *harusnyg Bank Jatim Situbondo ikut digugat

Sabar Jaya sehingga g Ujui dan memproses pinjaman UD

secara tuntas dap Menyel ang dipersoalkan dapat diselesaikan
e i . Exceptio Plurium litis consortium)

- Pinjaman atas namga 1y Sabar Jaya

Jat sa|

Ikut menyet

Sengketa y
ruh. (

Bahwa Gugatan Penggu

ah mene -~
Gugatan inj ( eMmpatkan Posisi Tergugat | dalam

9 Heid), dimana dalam identitas Tergugat

bisa dikaitkan pada diri Pribadi Tergugat |
aman ini bykan atas nama pribadi namun atas
. karena kalay atas nama pribadi, maka tidak akan
dapat pinjaman lunak dar;i Pemerintah, Sehingga Gugatan Penggugat

sendiri, mengingat pinj

nama JD SABAR JAY £

dKan dan Majelis Hakim memberikan putusan

Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Ontvarikeljjk Verklaard

Bahwa hal ini selain dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,

Nomor : 1035 K/Sip/1975 tertanggal 5-3-1975, Dalam Perkara: B.E.
Djohan lawan Mr. Tatsuhiko Matsuda. dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R.
Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3.
Indroharto SH. Menyatakan “Karena Tatsuhiko Matsuda/tergugat asal
adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co Ltd., ia sebagai
representatieve dapat digugat. Yang digugat Dalam Perkara ini adalah
Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama Shin
Asahigawa Co Ltd. yang berkedudukan di Jin. Kramat Raya 94-96
yang oleh Shin Asahigawa Co. Ltd. Tokio diakui sebagai kantornya di
Jakarta. oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan cleh Pengadilan
Tinggi telah diputuskan: - “Meriyatakan gugatan penggugat yang
DITUNJUKKAN KEPADA TERGUGAT PRIBADI TIDAK DAPAT

DITERIMA.”
Menimbang, bahwa Tergugat Il pada pokoknya mengajukan Eksepsi

sebagai berikut
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4. Ekse si Kompetens;j Absolut

-

1.2.

1.3.

1.4.

Bahwa sebelum Tergugat m
Jugat meny

pokok perk ampaikan jawaban pada eksepsi dan

- » >EsuUal den
Terqugat mohon Mae| gan ketentuan Pasal 134 HIR dan 132 Rv
ajels Halar
dKIMm VAN " . B
memeriksa dan mem yang memeriksa perkara a quo agar
us terlebih dahuly terkait kewenangan absolut
b -] c 2 .

dalam pemer;
c erksaan
perkara a
quo

Bahwa sebagaimana angka 11

angka 11, 12 posita Penggugat dan petitum

1 it

Maiels Hakii}Di:::;:s::‘; Penggugat pada pokoknya meminta
54/Desa Landangan (SHM f4an D Beripan el MIM 0
memiliki kekuatan hukum me:gi)kz;Jt”wamkan ok perars €20 o
::;28 ;eczl:lzn ::tlizj’:; b:rf:éSérkan angka 4.7 dan 8 posita guga_tan.
pada pokoknya Pen visi _GUgata.n..angka- 7, angka 8 petitum
. ggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan
tlhdakan penyitaan dan pelaksanaan lelang SHM 54 vand
dilaksanakan oleh PUPN Cabang Jawa Timur sesual Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan Nemor SPPBS-14/PUPNC.18.04/2012
tanggal 3 Juli 2012 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Bahwa sebagaimana Majelis Hakim maklum SHM 54 dan Keputusan
Penyitaan dan/atau Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang

ditetapkan oleh PUPN Cabang Jawa Timur tersebut merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat

Badan Pertanahan Negaia dan Pejabat Panitia Pengurusan Piutang
al 1 angka

aimana yang dimaksud dalam ketentuan pas
g Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
dengan Undang-undang

Negara sebag

3 Undang-Undan
Usaha Negara yang dirubah terakhir kali
(“UU PTUN"). Oleh karenanya substansi yang

Nomor 9 Tahun 2004 {
dituntut Penggugat terkait dengan ketidakberlakuan SHM 54 dan
yitaan dan/atau Surat Perintah Penjualan Barang

dah termasuk dalam ranah sengketa Tata
| 1 angka 10 UU

Keputusan Pen

Sitaan PUPN dimaksud su
Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasa

PTUN yang berbunyi:

Jsaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

“Sengketa Tata L
a orang atau badan hukum perdata

bidang tata usaha ne
dengan badan atau pe

di daerah, sebagai 2

gara antar
jabat tata usaha negara, baik di pusat maupun

kibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
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“1.5.

1.6

Maka :

2. Menyatakan Pengadilan Neger

3. Menolak gugatan Pengguga

4. Menghukum Penggugat membay

negara, termasyk Sengketa k
e

perundang—undangan yang ber|
Bahwa mengingat y .

Pegawaian berdasarkan peraturan

ku",

nnq dm

4ENGED SHIA B e ; Qsoalkan oleh Penggugat adalah terkait
€nyilaan dan/atau Surat Perintah Penjualan

Barang Sitaan

KTUN, tentunyapl;ngil(;al;ang Jawa Timur yang jelas merupakan

untuk dinyatakan fidak benaeknggugat. etz Kepusan {erssol

sudah seharusnya Pefig u dan t.ldak memiliki kekuatan hukum,
9at mengajukan gugatan melalui peradilan

Tata Usaha Negar
as ;
: ebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal

?S?’:Siat WU PTUN yang berbunyi:
mengajukan gugatan tertuT‘pUtusan et Usaha Mo .
yang berisi tuntutan a 6 epeds el yan0 TEETE
_ gar Keputusan Tata Usaha Negara yangd
dfseng"e‘akan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tunfutan ganti rugi dan atau rehabllitasi.”
Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Situbondo tidak
berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadil
perkara gugatan aquo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara
yang berlaku (vide Pasal 134 HIR dan 132 Rv) Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara a quo wajib terlebih
dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa dan memutus

pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Nageri Situbendo

tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

gugatan a quo.

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il
Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara
menetapkan dengan amar sebagai

mohon agar Majelis Hakim

gugatan a quo, memutuskan dan

berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat |l

untuk seluruhnya;
i Situbondo tidak berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo;
t untuk seluruhnya atau setidak-

tidak dapat diterima (Niet

tidaknya menyatakan gugatan

Ontvankelijk Verklaard);
ar biaya perkara yang timbul.
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¥

Nar

un apabila Majelis Hakim e,

an mengaukan eksepsi lain.qin d
{

rpendap: i
pendapat lain, maka dengan ini Tergugat Il

Aan pokok perkara sebagai berikut:

gkaopsi TONtang Gugatan Kurang pinak
. tha

7 3.1

2
nNo

3.3.

3.4.

3.5.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh p

(_)urj:.llh’lfl kurang pihak dikarenakan ;’e enggug.at a quo .merupakan
Panitia Urusan Piutang Regers (PUP';]QQuQut tidak mengllkutsertakan
pihak yang melakukan PEHBLsan b ) Cabang Jawa Timur selaku
piutang dari Badan Ketahanan pa piutang negara atas penyerahlan
b lE S o angan dan Penyuluhan Pertanian
::}::V );ku]:)n ,Terg“gm Il sampaikan PUPN Cabang Jawa Timur
mrAC“”F (da(ri W;l:,luKeParTlt?a Interdepartemental yang beranggotakan
' polisian dan wakil Kejaksaan yang bertanggund
jawab langsung kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan
tugas pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 jo Pasal 4 dan Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo pasal 1 dan
Pasal 2 Peraluran Presiden Nomor 89 Tahun 2006). Oleh karenanya
berdasarkan hal tersebut PUPN Cabang Jawa Timur memiliki
tanggung gugat tersendiri.

Bahwa sebagaimana angka 4.6. dan 4.7. Posita Gugatan, Penggugat
sendiri mengakui bahwasanya permasalahan dalam perkara a quo
adalah lerkait dengan piutang negara yang penyelesaiannya
dilaksanakan oleh PUPN Cabang Jawa Timur. Oleh karenanya
berdasarkan pengakuan Penggugat fersebut telah terbukti gugatan
yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak
dikarenakan tidak mengikutsertakan PUPN Cabang Jawa Timur

sebagai pihak.

Bahwa perlunya diikutsertakan PUPN Cabang Jawa Timur sebagai

pihak dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat
a lengkap dan objektif, sehingga pemeriksaan
tuntas dan menyeluruh, namun ternyata dalam

k mengikutsertakan PUPN Cabang Jawa
pemeriksaan

dilaksanakan secar
dapat dilakukan secara

gugatannya Penggugat tida
pihak, sehingga menyebabkan

nsortium dan tidak lengkap serta
di tidak sempurna.
s, sudah cukup alasan

Timur sebagai

mengandung cacat plurium litis €0

mengakibatkan pemeriksaan perkara menja

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di ata
m untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat

Majelis Haki
daknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet

dan/atau setidak-ti
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onvankelijke
= flkraad)
- Hal

Mahkamah ni s |
Agung Nomor: 140 ésual  dengan Yurisprudensi
menctukan “bapy, 1424 Kisipg7s tanggal 8 J
ahwa (g o angga uni 1976 ya
s Kesalahar o dak dapa diterima gugatan dalah k yang
- InI adalah karena

Ngenai pib

tetapi belum digugat)‘ ak yang seharusnya digugat akan

A. Eksepsi Gugatan Error ip Pers
ona

4.1.

4.2

4.3.

44,

Ba ‘
hwa Sebagalmana Yang dis
’ a
gugatannya, Penqqncnl

Tergugat Il te|

Mpaikan oleh Penggugat ci dalam

pada
ah melak K pokoknya menganggap bahwa

. an perbuats
menerbitkan surat pak 1tan melawan hukum karena telah
C

sa, o ,
Milik Nomor 54/Lang melakukan penyitaan atas Sertifikat Hak
angan, seluas 3.729 m? atas narna Fatimah

yang terletak di Deg
. a Landangan, K
Situbondo (objek sengketa) . Kecamatan Kapongan, Kabupaten

Bahwa dalil penggug

atyang demikian j
salah alamat (error in pe ; an (S hEpekanig = Sh S
persona) sebab Tergugat Il sama sekali tidak
pernah mengeluarkan syrat
bi paksa dan melakukan penyitaan atas
objek sengketa dimaksud szelain i , ,
berkepent , selain itu Tergugat Il juga tidak
2 Inga i e
hut , gan dan tidak memiliki kewajiban apapun atas hubungan
ang piu 2
g g piutang yang menggunakan dana APBN antara Tergugat |
engan
e Tergugat Il Oleh karenanya dalil Penggugat yang
mengkaitkan Tergugat Il dalam gugatan telah menunjukkan
kekeliruan dalam pengajuan gugatan.
Bahwa perlu Tergugat Il sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal
12 Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang sebagaimana yang telah dirubah dengan PMK
106/PMK.06/2013 (untuk selanjutnya disebut PMK 106/2013), kantor
KPKN. Jember tidak boleh menolak permohonan lelang yang
diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah
lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Oleh

karenanya apabila (quod non) dalam hal adanya permohonan

pelaksanaan lelang Eksekusi yang diajukan kepada Tergugat I,
t Il berkewajiban untuk melaksanakannya lelang tersebut

Terguga
yang diajukan terhadapnya oleh penjual (perseorangan, badan -
hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau perjanjian berwenang menjual secara lelang).
Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat |l dibebaskan

dari segala bentuk tuntutan hukum termasuk gugatan dalam perkara
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upun llllﬂll‘.ll\ P ) HiEng P YRRt

lana v,
peraturan Perundan Yang timbul akibat tidak dipenuhinya
9-undangan ¢, bidang lelang

m -
thk Hm;mg hmmngr,runq Ji

an kvh-niunn P

) asal 18 ayat (2) dan (3)
! ’Hlly|

/ 2] I‘l'|||u.||/|'

() Penjual/pe

rugi terhad: wwab atas tuntutan ganti

u) l"\r“ ’
gran yang timbuyl karon

dan dokumen persyarat

a ketidakabsahan barang
in ”‘f. ir’i(}

Sehingga bvld;\smkm hal
« !‘

'sebutl telah terbuk atan
ajuks o ¢ rbukti gugatan yang
diajukan Pg NAGUGat terhag gug

ap T(‘HIU( at 1| ¢
. . 3 ( me ake aton yanc
S x"dh 1";‘”]1“ dan sud ' ‘ lupdk " g]ug(" " ’

ah sehary o A4
) shya dinyatakan tidak dapat diterima
45 Bahwa demikian yé ak dap

halnya  kekeli
a  kekeliruan gugatan penggugat dalam
gugatan dengan mendalilk ’ e

] an tuntutan terhadap pelaksanaan lelang
0

eh Tergugat || ta
e At~ b ANP; ’
- PA Mampu- menunjukkan hubungan hukum dan
perselisihan h antars ,
| an hukum antarg Pengg igat dan lergugat Il sebagai syarat
mutlak di; )
diajukannya tuntutan terhadap Tergugat Il Hal ini sesuai

dengan  Yurisprudensi Putysan Mahkamah Agung Nomor 4
K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa,
“Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah
adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan Keputusan
MARI No. 294 KISIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan
bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai
hubungan hukum.

46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Il merupakan gugatan
yang salah alamat dan Tergugat 1l mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Tergugat |l sebagai
pihak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel
5.1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan
kabur  (obscuur  libel), dikarenakan dalam  memformulasikan
gugatannya,  Penggugat telah mencampuradukkan  dasar-
dasar/alasan-alasan gugatan dengan dasar perjanjian dengan gugatan
Perbuatan Melawan Hukum, hal ini terlihat pada petitum angka 4 dan §
serta petitum angka 6, angka 9 dan angka 13 gugatan Penggugat
yang disatu sisi meminta Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat
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ara
5.2 Bahwa gugatan peny TE19UaL | dan Tergugay i

5.3.

54.

H5.

5.6.

telah melakukan Bt
r U'ﬂa
Majelis <A melawan k.
N hukum
d

Hakim

ARIM maep
1(:|.yalakgn batal
aal de

akta dibawah tangan 4 ‘
n

an disisi lain meminta

mi h
ukum aktg notarial ataupun

gat Yang def'ﬂikian

hukum tidaklah ¢
\ apat d:(..a
“~dmpur

i darll adukt_
hukum yang be'bed?’. SE hl'lgg an dikarenakan memiliki dasar
) a

sendin/terpisah. Oleh Afus diselesaikan secara sendiri-

dilaksanakan oleh Torr]uc]/wt 1
SHYd (&

Aace - ¢
akan tetapi disisi lain Pengqu C:t kehendak dan batal demi hukum
at i :
risalah lelang yang mana ateg tidak mampu menunjukkan atas
K ) . + ales dasar apa dan perbuatan melawan
hukum apa yang dilakukan oleh T
ergugat Il yang dilanggar dalam
pelaksanaan lelang dimaksud
Bahwa demikian halny: i
| | nya permintaan Penggugat agar Tergugat I
mengermbalikan objek sengketa namun dalam positanya penggugat
tidak dapat menunjukk:
| f | nunjukkan dasar/alas Penggugat dapat mengajukan
permintaan dimaksud kepada Tergugat Il, sehingga petitum yang
demikian menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat sehingga sudah
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga sangat nyata dengan
diajukannya tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial oleh
Penggugat terhadap Tergugat Il padahal secara nyata sebagaimana
a 1 posita gugatan Penggugat mengakui bahwa sampai saat ini
gketa masih dikuasai oleh Penggugat, dan pada angka 2
enggugat mengakui masih memiliki hutang dengan
an ganti rugi dimaksud ternyata tidak didukung

\enimbulkan hak dan kewajiban maupun

angk
objek sen
posita gugatan, P
Terqugat | terlebih tuntut
hubungan hukum yang 1
perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Il sehingga

dapat cituntut di depan Pengadilan.
fakta tersebu

-jelas merupakan gugatan yang
hingga sudah sepatutnya

Bahwa oleh karena fakta t di atas, maka gugatan

yang demikian jelas

Penggugat a quo
obscuur libel), se

sangat tidak jelas dan kabur (
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4 Menimbang, bahwa Ten

| ’
Pbagal benkl” Y Igat I
1]

1

™

M;lj(\“.q Hakim Vanao
0 Memeri.
ksa p

menolak gugatan p orkara
a g r’]{',r;

one
941 menges:
\ampingkan dan

lat (n,
ol (
mf./;mlrr\h]k Vork|
aard)

Pada
3 DOkokn -
knya mengajukan Eksepsi

Bahwa. yang men;

adi obye
adalah Sertifikat H yek sengkets

dala
M gugatan perkara a quo

A Milk No_ 4,
= es

tanggal 19 Oktober 1987
FATIMAH (PENGGUGAT |
p a - =
pahwa. TERGUGAT Ill mengay 4
an an/atau

yand dikemukakan oleh pENGGUG
september 2017 yang ik AT dal
n dan

a Lan
dangan Gambar Situasi

r,:.: l
.,'l.r‘ ‘)‘ 7?4 .
12 tercatat atas nama

menyangkai semua dalil-dalil
am surat gugatannya tanggal 7

situbondo tanggal 7 September 201 diterima Pengadilan Negeri
Il mengakui kebenarannya 7. kecuali secara tegas TERGUGAT

gahwa, PENGGUG i
AT dalam posita dan petit
z tum  gugatannya

mempermasalahkan keabsahan perbuatan huk

penyitaan dan penjualan di muyka umumu Tn; TERG_UGAT perup
pembataiannya, selain  daripada ity (eiﬂ:’:Gd::gi:r e
mempermasalahkan penetapan TERGUGAT | sebagai penerima DJ:?J:
penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)
Tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT |l sebagaimgna dimaksud
dan/atau tindakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
tersebut merupakan perbuatan yang bersumber pada penetapan

administrasi pemerintahan melalui suatu keputusan Pejabat Tata Usaha
anitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN-

Negara, yakni Keputusan P
2010 tentang Penetapan Jumlah

11/PUPMNC.18.04/2010 tanggal 11 Mei
ma Sudiarto HBN/UD.Sabar Jaya, sedangkan
DPM-LUEP dilakukan
si Jawa

piutang Negara atas na
penetapan TERGUGAT | sebagai pelaksana
ala Badan Ketahanan Pangan Propin

Timur Nomor 11/205.03/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Penetapan
omi Pedesaan sebagai Pelaksana DPM-LUEP.

Lembaga Usaha Ekon
Dengan demikian maka Qg}@,rﬂqgipg&kewenangan absolut Pengadilan
untuk memeriksa dan

wenangan Pengadilan .

melalui Keputusan Kep

Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo)
melainkan merupakan ke

aimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
ministrasi pemerintahan jo. Undang-Undang
g peradilan Tata Usaha Negara beserta

memutus perkara a guo:
Tata Usaha Negara sebag
30 Tahun 2014 tentang Ad
Nomor 5 Tahun 1986 tentan

perubahannya ,
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4

ahwa, salah pihak . .
B yang digugay :
A Crror n
per

gugatannya menarik Bada,

sebagal TERGUG

S0na). PENGGUGAT dalam

| F(xl
‘Clahan:
anan Pang

AT Il ¢
alam ajt
) a
Gabah/Beras Petani Tap, 2007 Ng "My dengan Perjanjian Pembelian
m

27 Maret 2017 | or 501/268/1 371205.3/2007 tanggal

pahwa, jika mencermay;

an Propinsi Jawa Timur
Nya

alil-dalj
wa tof fpos}ta PENGGUGAT tersebut, maka
aeian sal:
hukum Badan Ketahanap, Pangan p lah dal
<N Frovinsi J

PENGGUGAT sesunggyp,
am memahami kedudukan
tersebUt, karena Badan ke awa Timur dalem perjanjian

nan Pan

(sekarang menjadi Dinas perania 4 gan Provinsi Jawa Timur
N dan

Jawa Timur) adalah Satyan Kerja p Ketahanan Pangan Provinsi
era

ngkat Daerah di lingkungan

pemerintah Provinsj | i
hak dan kewajiban \:Wa T"_nur yang tidak mempunyai harta kekayaan.
JANg terpisahimandini dari Pemerintah Provinsi Jawa

Timur. Perangkat daerah
. dak .
T Mempunyai aset karena seluruh aset yang
ke hil Cakat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
an kewaii

sl ARGEETER P ajiban keuangannya menjadi satu kesatuan

. endapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa
Timur.
Dengar demikian, maka subyek hukum calam peijanjian Nomor
501/268/137/205.3/2007 sekaligus subyek yang dapat ditarik sebagai
pihak dalam perkara a quo sesungguhnya adalah Pemerintah Provinsi

Jawa Timur_yang akan diwakili oleh Gubernur Jawa Timur sebagai

pejabat yang berwenang untuk mewakili Pemerintah Provinsi_Jawa

Timur, bukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang

sekarang menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Timur (dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur), selaku TERGUGAT II;

Berkenaan dengan hal tersebut, jelas PENGGIGAT telah salah dalam
menarik TERGUGAT IlI sebagai pihak dan oleh karenanya gugatan a
quo telah cacat secara formal dan cukup alasan untuk ditolak atau

dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa, PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan

gugatan (tidak memiliki persona standi in judicio). Sebagaimana diuraikan .

PENGGUGAT dalam dalil-dalil positanya dalam gugatan a quo, ditariknya
TERGUGAT Ill adalah sehubungan dengan adanya perjanjian Pembelian
Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/1 37/205.3/2007 tanggal
27 Maret 2017 yang dibuat diantara Pemerintah Provinsi Jawa Timur
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pihak yang membuatnya s,

maka dengan menda.

(asas kepy;
epribadi
sar pa Pribadian). Berkenaan hal tersebut,

a asas |
ada_hubungan > Nukurn dj
ada NUbungan hukum diantgiy ppy, ‘maksud sesungguhnya tidak

GG
GUGAT dengan TERGUGAT Il

PENGGUGA;‘ GAT Ill dalam perkara a quo ;
kurang pihaknya (plurium litis

consortium), berdas
tanal arkan surat TERGUGAT I k
pertanchan Kabupaten Siiubong i epada Kepala Kantor
2L 10

~Bahwa, gugatan

10/MVKN.10/KNL.04/2010 neri anggal 03 Agustus 2010 Nomor S-
perihal Permintaan Pemblokiran, pada intinya

TERGUGAT Il minta agar terhad i
emblokiran oleh ap sertifikat obyek sengketa dilakukan
P ¢ Kepafa Kantor Pert \
Jari bloki rtanahan Situbondo. Adapun maksud
ari pemblokiran tersebut adalah
<ebidang tanah . agar terhadap pendaftaran hak atas
g tanah yang dimuat dalam sertifik i
, o at obyek sengketa tidak dapat
dilakukan proses perubaban :
Bahwah, lebih-lebih  PENGGUGAT dalam petitumnya mengajukan
p'ermo onan agar sertifikat obyek sengketa dalam hal tertentu dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, sedangkan
sertifikat Obyek Sengketa adalah penetapan/produk hukum yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, sebagai instansi yang menerbit
melakukan

kan

certifikat Obyek Sengketa dan sc kaligus instansi yang sedang

emblokiran: terhadap Obyek Sengketa, maka dalam hal ini Kantor

P
merupakan pihak yang

Pertanahan Kabupaten Situbondo  jelas
seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara @ quo. Dengan

demikian, terhadap gugatan a quo yang tidak menyertakan Kantor
Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah menyebabkan cacat formal
sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

NGGUGAT kabur (Obscuur libell), karena dalam
GGUGAT menuduh TERGUGAT IlII -

telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikait<an dengan
adanya perjanjian pPembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor

501/268/137/205-3/200? tanggal 27 Maret 2017 antara Pemerintah
Jawa Timur dengan TERGUCAT | dimana didalamnya tidak

. Bahwa, gugatan PE
dalil-dalil posita gugatannya PEN

Provinsi
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menyebut Sertifikq Ob
Sedangkan di da|am ek Sengke

Osity Se .
9ugatap, 5 bagai Obyek jaminannya

- Perbyat Quo tg
spesifik dapat dikualiﬁkas- " Mang darj T o ga tida dRemtikan
is .

) R
MemmbangJ bahwa T e agaj perbUa . mGIUGAT i Yang secara
€lawan hukum .

uraian mengeng;

Eksepsi sebagai berikt - NV pag
. a .
1. Eksepsi Kompeteng; Absofy Poleknya: mengajukan
u
Bahwa Tergugat |y dan v .
rpendapat

seharusnya diajukan di Pe, Qugatan pep,

99ugat dalam a quo
Usahg Nega

ra (PTUN) Surabaya

9adilyn Tata

i berikys -
a. Bahwa Penggugat Galam )

perdasarkan alasan sebaga

_ ) _ Petitum -
Hakim Pemeriksg Perk Ngka 7 menyebutkan agar Majelis

' ara g ug
surat penyitaan barang s Quo Menyatakan sebagai hukum bahwa
nan h
Tergugat Il atas Tapgp, 1ang Tergugat | yang dilakukan oleh

hukum mengikat":
b. Bahwa Penggy : ,
=ongal da?:;:ap:t';zr;‘ i\:gka 11 menyebutkan agar Majelis
€nyatakan sebagai hukum bahwa
tetop SHUI No. 54/De::tuian dalam perkara ini berkekuatan hukum
_ _ ndangan (Obyek Sengketa) tersebut, jika
tidak diserahkan oleh Tergugat || dan/atau kepada siapa saja yang
merasa menguasai SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa)
tersebut kepada Penggugat, maka SHM No. 54/Desa Landangan
(Obyek  Sengkete) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk
diberlekukan”;

Hakim Pemeriksa pg,

terhitung sejak mulaj

¢. Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 12 menyebutkan agar Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara a quo “Menyatakan sebagai hukum bahwa
putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian,
pengurusan dan penerbitan baru SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek
Sengketa) oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, apabila SHM No. 54/Desa

Landangan (Obyek Sengketa) tetap tidak dikembalikan oleh Tergugat Il

dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasal SHM No. 54/Desa -

Obyek Sengketa) tersebut kepada Penggugat;

Landangan (
gat sebagaimana tersebut pada huruf a, b

Bahwa uraian Petitum Penggu |
dan ¢ di atas merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha
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Pengadﬂanldegefisnubondo de

. den

pahwa Tergugat || dalam me g
n

an mem
‘Mutusnya b
S . bukan kewenan
an alasan S

erbitka
Ve hutang Mmerupakan Perbuatan " Ut Penyitaan barang jaminan

. Bahwa meskipun tindakan dari Panitia |
rus

Nya dal
AM ranah sebagai Pejabat Tata

1 ke
‘CWenangay
ali)c 1[]‘/,’_] secarz
S€cara atributif
iutang Negara dilimpahkan

Bahwa Panitia Urusan Piulang N
e

Usaha Negara dalam pyy |,

kepada Panitia Urusan p

gara adalah pejabat Tata Usaha

Negara yang kewenan
gannya diatur secara atributif beidasakan

peraturan perundang-undangan_

an Piutang Negara terkait

ang, namun dg|: i
. dlar ka‘ta””va keuangan negara atau upaya
dan segala tindakan terkait ; i

hutang piut

penyelamatan atau Pengembalian pue;r?gur::an pung reara
findakan tersebut masuk dalam katoqer o maka perbuatan Sat
Pejabat Tata Usaha Negara: gori tindakan atau perbuatan
SB::tWZi:j:;i:::;rd?::::alj: P'f'rrkara a quo pada dasarnya s.elesai
Tergugat V, maka sejak pen o - vt | tte’ah wanprestas! oleh
> yelesaian urusan piutang negara tersebut
dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan Panitia urusan
Piutang Negara telah melakukan perbuatan hukum terkait
penyelesaiannya, maka perkara a quo telah masuk dalam ranah hukum
Administrasi Negara dimana segala perbuatan hukum Panitia urusan
Piutang Negara adaleh perbuatan cleh Pejabat Tata Usaha Negara,
termasuk dalam hal ini perbuatan hukum dalam rangka melakukan
penyitaan barang jaminan;
Bahwa Surat Penyitaan barang jaminan adalah jelas berupa Keputusan
Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Tertulis yang diterbitkan

oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan
an akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

final dan menimbulk
enyitaan terhadap barang jaminan atas

Konkrit, karena mengenai p
piutang negara;

Individual, karena dikenakan kepada yang seseorang yang barangnya
disita untuk jaminan piutang negara,

Final, karena tidak membutuhkan persetu
an surat penyitaan dimaksud;

juan instansi/pejabat diatasnya

guna menerbitk
kian pula dalam petitum gugatan Peng

ebut merupakan kewenangan Penga

gugat angka 11 dan

Bahwa demi
dilan Tata Usaha

12 jelas hal ters
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Negara, kareng

perby ’

menerbitkan sertipiky - atan  Kantor Pertanahan dalam  rangk®

ranah  hukum aq, Alau sertipikat pengganti adalah perbuatan dalam
Mnistiasi  negara, karenanya pengadiian yand

berwenang
- memerj
perbuatan  hukym :Iahkan Kantor Pertanahan untuk melakukan
Pengadil alam ranah hukum administrasi negara adala!
an Tata Usahg Negar
a,

Bahwa berdas
arkan ; )
Negeri Situbondo m :lralan di atas, maka sudah seharusnya Pengadiian
elalyi .
alui Yang Mulia Maijelis Hakim pPemeriksa perkara @

ak berwe .
erwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara a quo k

arena menipakan kewe ; T h
PTU € € ata Usana
Negara ( N) SUfabaya- nangan Pengadilan

quo menyatakan tig

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Tidak Jelas)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menggugat Tim Teknis Kabupaten
(Asisten Bidang Ekonomi Pe i :

Bahwa hal ini menin rhanaunan .

bulkan kekaburan, dimana dalam perkara 2 quo terkait

program DPM-LUEB tahun 2007 Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang
diangkat oleh Bupati sifatnya ad hoc khusus menangani progran pemerintah
waktu itu berupa DPM-LUEB, bukan suatu jabatan yang karena jabatanny@
melekat pada instansi tertentu:

Adinya, tidak selalu yang menjabat sebagai Asisten Bidang ekonomi
Pembangunan Kabupaten Situbondo secara otomatis (ex officio) menjabat
sebagai ketua Tim Teknis Kabupaten untuk seterusnya khususnya terkait
program DPM-LUEP ini yang memang sifatnya ad hoc atau semntara dan
diangkat secara tersendiri oleh Bupati Situbondo, karenanya tidak tepat
apabila Penggugat menyebutkan Tergugat IV adalah Tim Teknis Kabupaten
(Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo);

Hal ini jelas menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan siapa person yang
digugat oleh Penggugat, Tim Teknis Kabupaten Situbondo atau Asisten
Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo, sementara antara
keduanya tidak sa

penyebutan Tergu
pembangunan Kabupaten  Situbondo) artinya Penggugat

a keduanya, seharusnya gugatan lebih tepat cukup

menyamakan antar
menyebut TimM Teknis Kabupaten Situbondo Tahun 2007 sebagai Tergugat

IV;
3. Eksepsi Error In Pe

ma satu sama lain. Padahal dengan memuat redaksional
gat IV Tim Teknis Kabupaten Situbondo (Asisten Bidang

Ekonomi

rsona
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Bahwa tigak tepat
ap

Pemba”QUn;m o abila DenQQUgat
selaky T menggugat Asisten Bidang ekonomi

K

P
Buiat ©9- Badan Keta
ih lagi :
9 institiye;
Kabupaten Situbondg t.dsmusn Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan
Ida i Pe
et khpemah secara khusus atas nama kelembagaan
ahanan
ad hoe dpangan DPM-LUEB, hanya saja secara
Situb')n'll A1l kasuistis pada tanun 2007 Ketua Tim
(@ ( .
at , © dijabat oleh Asisten Bidang Ekonomi
en S|tUb0ndo.

Demikian

pula, sehar

; ‘ usnya Pe ;

0an V sebagai pihak dalam nggugat tidak perlu memasukkan Tergugat IV

dari Tim Tekni<‘

are i S :
na timbulnya perkara ini murni

9tah'}na
ahan Pa .
Ngan dari Badan Ketahanan Pangan

menangan; program

kebetulan AMau se
Secarg

Teknis Kabupaten

Pembangunan Kabup

gugatannya, mengingat tugas pokok dan fungsi

Kabu at .
Paten Situbondo dan Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten i
alen “d \k h’\” |
wbungan langsung dengan pengikatan jaminan hutang

dana progr:
gram DPM- .
melakukan pengikat LUEP, dimana yang mempunyai kewenangan untuk
Timur selaku pihak an adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
a .
oy . Kreditur dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen atau
perkara ini adalah Tergugat IIl:

Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa terhadap _
rhaaap tuntutan !'JL-?i']gs}Uga[ dalam Petitumnya angka 7 yang

men .
nyebutkan “Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang

kan oleh Tergugat Il atas Tanah

jaminan hutang Tergugat | yang dilaku
) adalah

Sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, seharusnya
dengan tuntutan yang demikian ini Penggugat juga memasukkan Panitia
g Jawa Timur sebagai pihak dalam

Urusan Piutang Negara Caban

o, karena penyitaan atas obyek
rintah dari Panitia Urusan Piutan
18.04/2010, tanggal 09 Agustus 2010;

aman 6 angka 4.7. menyebutkan

PN Cabang Jawa Timur, yaitu

perkara a qu cengketa oleh Tergugat I
g Negara Cabang Jawa

adalah atas Pe
5pS-10/PUPNC.
Posita Penggugat pada hal
harang sitaan PU
n hukum yang dilakukan oleh instansi

Timur Nomor -

Dan juga pada
“....(LELANG) atas barang-

injukkar ada [
ara ini berupa pen
gai pihak dalam guga
enggu kurang pihak;

pula petitum gugatan Penggugat angka 12 yang
agka 12 menyebutkan 8Gar Maijelis Hakim Pemeriksa

yerbuata
yitaan, namun oleh Penggugat tidak -

tan a quo, hal ini menunjukkan

- hal ini ment
lain dalam nerk

dimasukkan seba ‘
gat terbukti

pahwa gugatan P
Bahwa demikian

yata kan petitum a

men
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Perkara a qugo ‘Menyatak
an

Nl menjadi dasggy hukury
1 dal

baru SHM Ng. S54/Desy
Pemerintah Yang berw
en
Kabupaten Situbondg a
Sengketa) o

ebagai hukum bahwa putusan dalam perkara
L;::d:]inyelesaian, pengurusan dan pener?itan
gan (Obyek Sengketa) oleh Pejabat

a'?g dan/atau Kepala Kantor pertanahan
. tetap tidak daker:t:'f?k SHM No. s4/Desa Landang>” (Ot.)yek
saja yang merasa — .an oleh Tergugat Il dan/atau kepada siapa@
Sengketa) tersepyt kepad-\.ﬂ?; SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek
gugatan ini ditujukan pulawLI te“gguga{n‘ jelas sekali karena tuntutan
Kabupaten Situbondo, sementn uk mengikat lembaga Kantor Peftanahaﬂ
tidak ditarik sebagai pinai dalafa Kantor Pertanahan Kabupaten Situbond©
Pertanahan Kabupaten Situb ain P?Fkara a quo, maka seharusnya Kantor

ini; ttubondo ditarik pula sebagai pihak dalam perkara

£. Eksepsi Cacat Formj) Gugatan
?i:i’:&‘ﬁ;?::abPenggugat pada halaman 6 angka 4.7. menyebutk?n
", tentunva yan .arang-barang sitaan PUPN Cabang Jawa Timur, yaitt
. : g dimaksud dalam hal ini sebagai PUPN Cabang Jawa
Tlln'wur adalah Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur, namun
disisi lain atau dalil yang lain Penggugat menyebutkan yang melakukan
perbuatan hukum penyitaan adalah Tergugat Il dalam hal ini KPKNL
Jember sebagaimana disebutkan dalam Pefitum angka 7, menyebutkan
“Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan
hutang Tergugat | yang dilakukan oleh Tergugat Il atas Tanah Sawah
dengan SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) adalah cacat

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
u ketidak sesuaian antara Posita dengan

Artinye terdapat pertentangan ate
Petitum Gugatan Penggugat, disatu sisi menyebut “barang-barang sitaan

PUPN Cabang Jawa Timur, yang artinya yang melakukan penyitaan

adalah PUPN Cabang Jawa Timur, tapi disisi lain menyebutkan penyitaan

dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa hal yang demikian ini jelas membuat gugatan menjadi kabur atau

tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diaiukan oleh Para

Tergugat Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya tertanggal 13

Februari 2018, . .
erhadap ekseps! mengenai kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa t
absolut yang diajukan olef Tergugat Il Tergugat lll, Tergugat IV dan Tergugat V
79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt G/2017, /PN S
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telah Majelis Pertimba,
IG

sebagai beriky - AN dafan, Putusan gl
1. M ok
|~ erolak ekSepsi

2. Menyatakan Pen

a yang amar Putusannyd

I’\ﬂemerintahkan K

4. Menangguhkan t

Ylaya p

} ”I(\ral i
“tehingga putys -

st 9a putusan akhir;

unt .
kewenangan mengai Maie Wk eksepsi yang tidak berkaitan dengan
e Pertimbangkannya sebagai berikut:

h . ' i
adap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat | yaitu

edug belah .
Pihak untyk melanjutkan persidangan;

Menim!)ang‘ b

— bahwa ter
m Nal gugatan

abur| Maieli
gugatannya telah Mendasark s berpendapat bahwa Penggugat dalam

B .
o N dali gugatannya mengenai perbuatan melawan
Cleh Tgm_-[,

obyek sengketa tersebuyt adalah"
'

hukum yang dilakul

SUKan
9al | terhadap obyek sengketa yang mana
nilic dari Penggugat, obyek sengketa yang
adalah SHM No.54/Desa Landangan, dengan

ada dasarnya telzh tersirat batas-batas dari

dimaksudkan dalam gugatan aqy
. 0]
merujuk kepada SHM tersebut p

obyek sengketa da -
N mengenai tidak dicantumkannya jenis gugatan dalam perihal

:jikklzzp:er:;}j:i"‘::Itiri'e{!din'y.e-l.ketidal.q'elasan dalam gugatan aquo oleh karena
o gugatan kabur Majelis tolak:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat | mengenai gugatan penggugat
kurang pihak oleh karena Bank Jatim Situbondo tidak ikut digugat, dan dalam
replik Penggugat telah menanggapinya bahwa Bank Jatim Situbondo hanya
sebagai juru bayar oleh karena dana dari pihak Tergugat Il ada pada Bank Jatim,
terhadap Eksepsi tersebut Majelis beroendapat dalarn perkara aquo Majelis
cependapat dengan tanggapan [“enggugat mengenai kedudukan Bank Jatim
calam pencairan dana dari Tergugat Ill serta Bank Jatim tidak mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam hubungan hukum antara Tergugat | dan

Tergugat IIl sebagaimana dalil Penggugat dengan demikian eksepsi ini Majelis

tolak;
g, bahwa mengenai dalil eksepsi Penggugat telah keliru pihak

yang ditarik sebaqai Tergugal, ierhadap eksepsi tersebut Majelis beipendapat
VAN oihak Tergugat | dalam gugatan Penggugat, Penggugat
ma Tergugat | serta kedudukannya selaku pemilik dari

Menimban

scbagaimana identitas
telah mencantumkan na

UD Sabar Jaya, oleh ka

- tu orang ma
kepemilikannya adalah 3 o
epedmld k yTergugat | sebagal Tergugat secara pribadi selaku pemilik dari UD
mendudukan

il okeepsi tersebul Majelis tolak;
Sabar da dengan de
e .Lr J( yal

rena UD merupakan badan usaha perseorangan yang
ka sangatiah wajar bilamana Penggugat

<ian
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Menimba

Hahwa ¢ : an
‘ v Clnjitnya Majelis  akan mempemmbangk
AU eksepg
oleh karena Penggugat tidak me

Eksepsi Tergugat Iy

ihak
' Mengenai gugatan Penggugat kurang pin

tersebut telah d‘tanggam sl p
Il adalah merypak

t
eNggugat yang menyatakan PUPN dan Terguga

an ":'““ P 1 an
“esilian yang sama dibawah Menteri Keuang
cehingga adalah ¢k

“UP men

Jgugal [(EIQ[;( at Il dal: ra aquo,
Mﬂnlmt)ang‘ bahw Jug alam perka q

terhadap dajj cksepsi tersebut Majelis berpendapat

Tergugat Il berada dibawah Menteri Keuangan akan

a
memang benar Pypy dan

tetapi dalam perkara aquo
wewenang yang berlaing

Tergugat Il maka

antara PUPN dengan Tergugat mempunyai tugas dan

" sehingga bilamana Penggugat hanya menggugat
al
‘an terdapat yang terputus oleh karena Tergugat Il hanya

1an ‘V(‘\“(“I AT
terhadap pPermohon

ie2mpunyan tugae
- uniuk melaksanakan penjualan secara umum
‘ : : , ' si
| N Yang diajukan oleh instansi swasta ataupun instan
pemerintah sed

angkan PUNP mempunyai tugas dan wewenang mengurus
piutang negara dan berwena

n
Ng untuk mengeluarkan surat paksa da
mengeluarkan  Syrat

Penyitaan untuk melakukan penyitaan atas barang
kekayaan penanggung hutang

. bahwga o

lalame dall gugatan Penggugat telah mendalilkan
bahwa Tergugat | melakukan

Menimbang

Penyitaan terhadap barang jaminan hutang
Tergugat | dan bilamana merujuk pada ketentuan hukum mengenai pihak yang
melaksanakan pengurusan puutang negara maka yang berhak menetapkan
sampai dengan mengeluarkan surat penyitaan atas barang milik debitur adalah

PUPN baik Pusat ataupun Cabang dan yang sebagai pelaksana dalam

netapan penyitann tersebut adalah Jurusita yang ada pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan PUPN Cabang Jawa Timur
sangat penting dalam perkaia aquo maka PUPN Cabang Jawa Timur harus
ditarik sebagai pihak untuk dinilai apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh
PUNP sudah berdasarkan hukum atau tidak sehingga perbuatan tersebut
mempunyai ketustan hukummengikat atau tidak bukan untuk membatalkan
produk hukum yang dikeiuarkan oleh PUPN yang merupakan wewenang dari
PTUN, maka dengan demikian eksepsi Tergugat Il mengenai kurang pihak
berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat || mengenaij

gugatan
Penggugat Error In Persona dengan alasan Penggugat keliru mengajukan

jatan kepada Tergugat Il oleh karena Tergugat Il tidak pernah mengeluark
Uy awal N /UL ~ - an
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-~
fou o, et
- .

N D
burat [ aksﬂ (jdH H]r\l,ﬂ\
Clc

ukan

menunjukkan | PeNYita;
Wbung: aan atac
9an | S obvek senal

L »ERsengketa dq : mpu

dengan Tergugat | kum - ga, persesi) gketa dan P tdak mame
Seba “S€sthan hukum - nggugat

Tergugat Il dan 920 Syarat o m antara Penggugd
atas eksg Nullak dm[ukannya g“g;;fan torhadap

eDSl tersebm

karena Terqy .
gug ""€Nggugat telah menanggapinya bahwa

N9 SHM No 54 sehingga perlu ditarik

at i telah

. a
sebagai terguqay kan melela

mengenai peran T
®rgugat ||
yan

No.54 atas nama Fg 9 akan melakukan pelelangan terhadap SHM

ima yang t o
. g telah dijadikan jaminan hutang oleh Teigugat I

wiajelis tolak
) 0I2

dengan cemikian eke

Menimban
'dhg, bah\,\a e
‘e Untuk eksepsi Tergugat 1l mengenai gugatan

telah mencamouradykk as (obscuur libel) oleh karena Penggugat
an dalil gugatan atas dasar perjanjian dengan dalil

gugatan atas dasar
Perbuatan melawan hukum, gugatan penggugat dalam

petitum tidak didukun -
g oleh posita yaitu mengenai permintaan Penggugat untuk

menyatakan penjualan dimuka un i Uelerih t
{ caat Kehior b A it ,J ' (lelang) yang dllékrsana‘akan oleh Terggga

I hukum akan tetapi disisi lain Penggugat tidak
mampu menunjukkan atas risalah lelang yang mana, dan permintaan
Penggugat agar Tergugat I mengembalikan objek sengketa namun dalam

positanya penggugat tidak dapat menunjukkan dasar/alas Penggugat dapat

mengajukan permintaan dimaksud kepada Tergugat Il, atas eksepsi tarsebut

Penggugat menangaapinya bahwa gugatan Penggugat tidak persifat kabur

karena sudah disusun dengan baik, cermat dan telitidan eksepsi tersebut sudah

masuk dalam pokok perkare;

Menmbang, bahwa terhadap dalil eksepsi t

hahwa mengenai dalil adanya pencampuradukan antara gugatan atas dasar

ian dengan perbuatan melawan huku
Penggugat, pada dasarnya tidak ada perjanjian yang

ara Tergugat yang ada adalah dalil mengenai

ersebut Majelis berpendapat

perjanj m, setelah Majelis membaca dan

meneliti dalil-dalil gugatan

dilakukan oleh Penggugat dengan P

lah dilakukan oleh Tergugat | dengan Tergugat |ll mengenai

perjanjian yang te
engan jaminan SHM No. 54 atas nama Penggugat sehingga

but Majelis perpendapat tidak
sunan gugatan yang dilakulan oleh Penggugat sehingga

uqatan dengan dasar perbuatan melawan hukum

perjanjian hutang d
ada pencampuradukan dasar

berdasarkan hal terse
gugatan dalam penyu

sudah tepat mendasarkan dalil ¢ ‘
sebut Majelis tolak;

dengan demikian dalil ter
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didukungd oleh positd:

petitum tersebut
an alasan

Menimban
Majelis berpenda g, bahwa untul: dal Petitum yang fidak
tidak didukung orjr?t bahwa untuk mengetahui sejaun mana
posita yang jelas perlu pembuktian lebih

tersebut sud
tolak: uk dalam pokok perkara sehingg@ alasan ters

lanjut d
ebut Majelis

penimbangka“

akan mem
gat

1. gugatan penggu
gat dalam perkard

Menim!
s ool Tecs vang, bahwa selanjutnya Majelis
ugat
error in pErf‘oni k Il yang pada pokoknya mendalilkan :
2 a
rena seharusnya yang ditarik sebagai tergu

aquo adalah Pemeri
merintah Provinsi Jawa Timur yang akan diwakili oleh Gubernur
Pemerintah Provinsi

Jawa Timur
e
Jawa Timur bukagal pejabat yang berwenang untuk mewakili
an Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2- penggug?!
dak ada hubungan

jugatan karena ti
atan penggugat kurang
tidak

situbondo
ermintaan dari Tergugat I
Kepala Kantor
gat yang
tidak

tida i
oft k Ille:npunv,;; kwalitas urtuk 1
s urtuk mengajukan ¢

hukum diant
ara Penggugat dengan Tergugat Ill, 3. gug

pihak karen
a Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

diikutserta

kan dalam gugatan aquo karena adanya P
kepada
petitum Penggy
takan

fikat obyek

untuk m
elakukan pemblokiran obyek sengketa

Pertana
han Kabupaten Situbondo dan adanya
obyek sengketa dinya

ukan sedangkan serti
ten situbondo, 4.

at Il dengan
yek jaminan
gat lIl yang
n atas dalil
dah masuk

T'];f‘( CL i l) I “STrr
1gajukan  permohonan  agar sertifikat
b | bl el
mempunvai
punyai kekuatan hukum untuk diberlak

sengk
gketa adalah produk hukum Kantor Pertanahan Kabupa
perjanjian antara Tergug

gugatan Penggugat kabur karena dalam
yek sengketa sebagai ob

Tergugat | tidak menyebutkan sertifikat ob

dan tidak ditemukan uraian menaenai perbuatan mana dari Tergu
shagal perbuatan melawan hukum da

ecara spesifk dikualifikasikan st
gapinya dali eksepsi tersebut su

eksepsi tersebut Penggugat menang

dalam pokok perkara dan harus dibuktikan;
gugatan

ksepsi Tergugat [l mengenai

Menimbang, bahwa terhadap dalil e
tidak ada kesalahan dalam m

r in persona, Maijelis berpendapat bahwa

enarik

alil

erro

Tergugat Ill sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat sebagaimana d

ksepsi Tergugat il yang menyalakan bahwa Tergugat IIl adalah Badan yang
dari Pemerintah Frovinsi Jawa Timur sebagai badan yang

merupakan bagian
tugas atas dasar pendeleg

alam penyusunan pihak yan
angsung Tergugat Il dengan d

melaksanakan asian kewenangan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, d
pihak dari atasan |

g digugat, Penggugat telah merinci

emikian alasan eksepsi tersebut

Maijelis tolak;
Menimbang, bzhwa uniuk Alasan Penggugat tidak mempunyai kwall
untuk mengajukan gugatan, Visjelis berpendapat bahwa untuk walitas
mengetahui
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) vang dilakukan

Ug

oleh Ter
gugat |
dan at
as dasar apa timbulnya hubungan hukum Pengg

dengan T
ergugat |
Il perly
pembuktian lebih lanjut oleh karena ity alasan tersebut

ala

Menirnt
rang pihak karena Kep

Kantor F’Qﬂa."]-;'rlii‘](:. :”hw;‘ untuk alasan Penggugat ku
aquo, Majelis berpendé,]buﬁaien Situbondo tidak diikutsertakan dalam gugatan
apal bahwa walaupun pemblokiran tanah dilakukan olen
rtanahan

Kepala K
antor Pert
. ana :
Situbondo sebagai pihhin Situbondo tidaklah mesti menarik Kantor P&
a |
da'am perkara aquo mengingat galil pokok gugatan

Penggu
gat adalah
oleh Para Terqugat day genai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan
- e an pe |
rergugat i, begiy pemblokiian tersebut adalah atas dasar permintaan dari
‘ DU al
pula dalil yang menyatakan Penggugat mengajukan

permohonan
agar serti
ifikat obyek sengketa tidak mempunya kekuatan hukum

untuk diberl
akukan tid
aklah harus menarik Kantor Pertanahan Situbondo sebagai
njut untuk dapat

pihak dalam
perk
ara oleh karena perlu pembuktian lebif la
uo, dengan

menentukan
perana
n Kantor Pertanahan Situbondo dalam perkara ad

demiki .
emikian dalil tersebut Majelis |

via s tolak
menyatakan gugatan

Tergugat |
dan tidak

Menimbang
— k, bang, bahwa untuk dalil eksepsi yang
abur k : |
arena dalam perjanjian antara Tergugat [[I dengan

tidak menyebut ;
kan sertifikat obyek sengketa sebagai obyek jaminan
i Tergugat Ill yang secara

ditemukan urai
uraian mengenai perbuatan mana dar
awan hukum, terhadap dalil

spesifik dikualifikasikan sebagai perouatan mel
iut untuk menentukan

tarsebut Majelis berpendapat perfi pembuktian lebih lan)
;:;ikiz :ga;jzai’:zn;;umkﬁan 'aor%‘: (51 tidak obyek sengketa yang dipermasalahkan
perjanjian yang ielah dilakukan oleh Tergugat 11l dengan

batkan

Tergugat | serta ada atau tidaknya perbuatan hukum yang mengaki

kerugian terhadap Penggugat, dengan demikian dalil tersebut Majelis tolak;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

\/ dan Tergugat \/ yang pada pokoknya mendalikan : 1.

Penggugal menggugat Tim Teknis Kabupaten

ikabur karena
bangunan), tidak selalu yang menjabat Asisten
ara otomatis menjabat sebagai Ketua Tim

p menyebutkan Tim Teknis Kabupaten
In Persona dimana tidak tepat

plsepsi Tergugat

[“ksepsi Gugatan
ang Elonomi Pem

mi Pembangunan sec

en, seharusnya cuku

o Eksepsi Error
n Bidang Ekonomi Pembangunan selaku pihak Tergugat [V d
an

pangan Kabupaten selaku Tergugat V oleh karena
, an

gan untuk melakukan pengikatan adalah Badan Ket hV g
ahzanan

(Asisten Bid

Bidang Ekono

Teknis Kabupat

Sjtubondo tahun 2007,

menggugat Asiste
[3adan Ketahanar

punyai kewenan

mem
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e

lovinsj
awa Tj
‘mur, 3. Eksepsi kurang pihak dimana panitia Urusan

Piutang Ne
9ara Cab -
an ,
9 Jawa Timur seharusnya dimasukan sebagai pihak dal

perkara g
quo, 4. g
PSI cacat formil gugatan karena terdapat pertentangan atau

Suaian a
Ntar i
@ Posita dengan Petitum gugatan Penggugat,

nban

Ng, bahwa o .
gugatan menyry, Mai _“ Lunluk eksepsi Tergugat 1V dan V tentang cacat formil
“Uels pada d gugatan kabur.

asarnya masuk dalam lingkup

oleh kareng ;
a itu Maijel;
Jelis ) .
Gugatan Kabyr- akan mempertimbangkan bersamaan dengan Ekseps!
Menimb
an
9. bahwa untuk eksepsi gugatan kabur 22S dasar

mendudukan Tj
im Tekni
eknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi pembzngunan)

;(‘.baqai pih"li
= d a ) || k

menentukan gsj
apakah dijas;jpzlshh I:m Teknis Kabupaten yang dimaksudkan oleh Penggugat
pembuktian lebin |aniyt Sls_ten Bidang Ekonomi Pembangunan perlu adany.a
Kabupaten atay ASi'Jst Sehl.ngga akan menjelaskan hubungan hukum Tim Teknis
en Bidang Ekonomi Pembangunan dalam perkara 2quo,

oleh k ; .
arena itu dalil tersebut Maielis tolak:

Menimbang, bahwa untuk dalii ada pertentang
Penggugat meman aca dan mempelajari g.ugatan

: g benar terdapat dalil yang bertentangan antara dalil yang
rzxenjabarkan mengenai perbuatan hukum penyitaan yang dilakukan oleh PUPN
Cabang Jawa Timur dengan Petitum yang berisikan penguraian perbuatan
hukum penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat 1l terhadap obyek sengketa,
;shingga membaca kedua dalil (ersebut menyuratkan adanya dua institusi yand
perbuatan yang sama terhadap satu obyek
ng seperti tersebut dapat

ukan pembuktian, maka

an dalam menyusun dalil

Posita '
dengan Petitum, setelah Majelis memb

herbeda yang melakukan satu
sengketa, dengan adanya penyusunan dalil gugatan ya
mbulkan kesulitan pada Tergugat |l dalam melak

meni
dengan demikian dalil eksepsi tersebut sangat beralasan dan patut untuk
dikabulkan;

(sepsi error in persona, Majelis berpendapat

yang, bahwa i tuk ek

Menimba

hahwa terhadap dali

an hubungan hukum dan
ara aquo, dengan demikian dalil tersebut Majelis tolak;

uk dalil eksepsi kurang pihak yaitu tidak diikut -
ang Megara Cabang Jawa Timur sebagai pihak

| terscbut perlu pembuktian lebih lanjut untuk dapat
peranan dari Tergugat IV dan Tergugat V

menentuk
dalam perk
Menimbang, bahwa unt

a Panitia Urusan Piut
is mengam
koknya juga mengajukan eksepsi mengenai tidak

sertakanny - .
hil alih pertimbangan eksepsi yang diajukan

datam perkaré
oleh Tergugat fl yang pada po

diikutsertakannya PUPN Cabang

aquo, Majel

Jawa Timur dalam perkara aquo dan dalam
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pemmbangan terset

u
sangat berg) td

alil o :
asan mak "Muk menarik pihak PUPN Cabang Jawa Timur

_ a deng:
mengena; kumnq Pihak 9engan demikian eksepsi Tergugat IV dan ROLERE ¥

¥ Phak paq unt .

) uk dikabulkan Z
L AR A
Memmh
ﬂl\r;' ahw
9. bahwa lar karena persyaratan formil dari gugatan

Penggugat tidak sem

lanjut mengenga; Poko
diterima:

PUMa, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebin

K perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

DALAM REKONVI?NS!

Menimban(v :
9. bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata antara gugatan

Rekonvens;i

den [

putusan yan _Qan gugatan Konvensi sangat erat hubungannya, kemudian
9 dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan dinyatakan

tidak dapat diteri
terima dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum

diperiksa dan 4i
diputus, maka daripada itu gugatan Rekonvensi juga tidak dapat

diperiksa dan din -
“IPUlUs, sehingga dengan sendiringa menurut hukum gugatan

Rekonvensi | h |
SNS1JU9a harus dinyaiakan dak dapat diterima (vide Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No_ 1527K/Sip/1976);

DALAM KONVENS| DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi  dinyatakan tidal  dspat  diterima, sehingga  Penggugat
Konvensi/Terougat Rekonvensi berada di pihak yang kaiah, maka Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan;
MENGADILI:

DALAM KONVENSI
DALAM PROVISI
Menolak gugatan provisi Penggugat,

DALAM EKSEPSI
Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima:
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DALAM
KONVENS| DAN REKONVENSI

Menghuk

. um P

biaya perkara seju T”quQat Konvensi/Tergugat Rekonvensi unt
rupiah); ’Jumiah Rp.3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus

Den ikian i Ma
dip n
Iputuskan dalam sidang permusyawarata J

Pengadilan
Negeri Si
geri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 25 Juni

Majelis Hakj
Im, va . .
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua P

Negeri Sity
bondo
Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Sit. tanggal 23 Oktob
2018 diucapkan

adiri oleh para
ganti dan kuasa

Tergugat
Tergugat IV dan

puwsan ters

persidangan ::E;kpada hari Rabu, tanggal 4 Jul

Hakim Anggota L:eumuk umuim oleh Hakim Ketua dengan dih

Penggugat KOnver:Zi-ert’ Wahyuningsih Panitera Peng

Konvensi/Penggugat R lk ergL’g?t Rekonvensi, ~ Kuasa

Tergugat V serta tan e'om’.e‘.nsl. Kuasa Tergugat l1l, Kuasa
pa dihadiri oleh Kuasa Tergugat Il

Hakim Ketua,

akim Anggota,
ttd

ttd

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.
ttd

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

uk membayar

delapan ribu

elis Hakim
2018 oleh
engadilan
er 2017,
dalam

| Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

ttd
Wahyuningsih
Perincian biaya_ :
1. Biaya Pendaftaran ... R
L — Rﬁ'gg'ggg‘go
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak..............'..-.“ ''''''''' P
4. Biaya Pemeriksaan Setempat...................-....: :::: 29?430.000,00
o R S — ?q -000.000.00
3 Biaya Sumpah BaAKEL e remnrs st 5.147'000'00
s A — £:49.000,00
LT EP?OO0,00
......... p OOD,OO
Rp.3.708.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)
iah);
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